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LEMBAR TINDAK LANJUT 
HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAERAH 

HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA 
SAMARINDA 

PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG 
 

DASAR HUKUM 
Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor : 1210/KPTA.W17-
A/ST.PW1.1.1/VII/2025 tanggal Jum'at, 11 Juli 2025 perihal Pengawasan Daerah pada 
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal Selasa, 01 Juli 2025 s/d Selasa, 30 September 
2025  
 
OBJEK PEMERIKSAAN 

A. Manajemen Peradilan 
B. Administrasi Perkara 
C. Administrasi Persidangan 
D. Administrasi Kesekretariatan 
E. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik 

 
TEMUAN - TEMUAN 

A. MANAJEMEN PERADILAN 
1. Kondisi 

Belum dibuat Papan Struktur Organisasi beserta personil yang ada, serta 
ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca 

Kriteria 

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 
(beserta perubahannya) Bab I Pasal 1, Pasal 4; 

2. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan 
Buku II (Edisi Revisi, 2007) tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian 
Administrasi; 

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 
Peradilan 

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 



Sebab 
Kelalaian petugas, karena setelah adanya promosi dan mutasi hakim serta 
panitera muda gugatan tak kunjung diperbarui papan struktur organisasi 
beserta personil yang ada dan belum ditempatkan pada tempat yang telah 
disediakan 

Akibat 
Informasi struktur organisasi dan personil PA Bontang tidak sesuai dengan 
kondisi yang senyatanya. 

Rekomendasi 
Segera dibuat struktur organisasi terbaru Pengadilan Agama Bontang 

Tindak Lanjut  
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bontang telah diperbarui/update 

2. Kondisi 
Notulen belum menjelaskan secara rinci isi rapat (bukan berupa pointer) 

Kriteria 

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/ 
SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku 
IV tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan-
badan peradilan; 

2. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Sub Bab 
Pengawasan dan Pembinaan, hal. 53 

Sebab 
Pengetahuan petugas kurang memadai dalam menyusun notula yang baik dan 
benar sesuai dengan ketentuan 

Akibat 
Hasil rapat tidak menggambarkan isi rapat dan data evaluasi yang tidak akurat 

Rekomendasi 
Segera susun ulang rapat evaluasi inovasi unggulan triwulan II tahun 2025 
yang menggambarkan isi dan evaluasi harus berdasarkan data yang akurat 
sesuai laporan yang dibuat oleh agen perubahan 

Tindak Lanjut  
Notula evaluasi inovasi unggulan PA Bontang triwulan II tahun 2025 telah 
menggambarkan isi dan evaluasi berdasarkan data yang disampaikan oleh 
agen perubahan  

3. Kondisi 
Tim Penilai PPNPN belum membuat laporan kepada KPA tentang kinerja 
PPNPN 

 



Kriteria 

Surat Sekretaris MA No 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman 
Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah 
Agung dan Badan Peradilan dibawahnya 

Sebab 
Kelalaian Tim Penilaian PPNPN menyusun laporan kinerja PPNPN kepada 
Ketua Pengadilan Agama Bontang untuk triwulan II tahun 2025, karena Tim 
Penilai PPNPN baru menyerahkan laporannya untuk triwulan I tahun 2025 

Akibat 
Ketua Pengadilan Agama Bontang tidak memiliki data berkaitan hasil kinerja 
PPNPN 

Rekomendasi 
Segera menyusun laporan kinerja PPNPN yang disampaikan kepada Ketua 
Pengadilan Agama Bontang 

Tindak Lanjut  
Telah dibuat dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Perihal 
dokumen rapat Evaluasi Kinerja PPNPN Triwulan 2 

B. ADMINISTRASI PERKARA 
1. Kondisi 

Adanya selisih data perkara mediasi yang diterima dengan data penyelesaian 
mediasi 

Kriteria 

1. SK KMA No. KMA 01/SK/I/1991, tentang Pola Bindalmin  
2. SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, 

huruf A, angka 8;  
3. SK KMA Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan SIPP 

pada PengadilanTingkat Banding dan Tingkat Pertama.  
4. Perma No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma 

Nomor 7 Tahun 2022, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan 
Elektronik.  

5. SK KMA Nomor 363/KMA/ SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis 
Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan 
Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik 

6. SK Dirjen Badilag No.1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 
tentangPelaksnaan Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Agama 
Secara Elektronik  

7. Surat Dirjen Badilag Nomor 0458/DJA/HM.02.1.3/2/2016 tentang 
Implementasi SIPP 

Sebab 
Kurang telitinya petugas pelaporan 



Akibat 
Terjadinya ketidaksesuain data laporan mediasi 

Rekomendasi 
Petugas segera memperbaiki laporan perkara yang dimediasi 

Tindak Lanjut  
Petugas pelaporan telah memperbaiki laporan mediasi 

2. Kondisi 
Penginputan data pada aplikasi SIPP dipertimbangan hukum belum dilakukan 
secara real time (senyatanya);  

Kriteria 

SK Dirjend Badilag No 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Bab VI Huruf C 

Sebab 
Kurang telitinya  

Akibat 
Data pertimbangan hukum pada aplikasi SIPP tidak terisi 

Rekomendasi 
Segera diinfut data pertimbangan hukum pada perkara nomor 
115/Pdt.G/2025/PA.Botg 

Tindak Lanjut  
Temuan telah ditindaklanjuti dengan menginfut data pertimbangan hukum 
poda SIPP 

C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN 
1. Kondisi 

pada BAS perkara Hadhanah diperiksa dengan sidang tertutup untuk umum 

Kriteria 

Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 

Sebab 
Karena kelalaian Panitera Pengganti 

Akibat 
BAS tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

Rekomendasi 
Panitera Pengganti segera menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan 
perbaikan pada berita acara sidang 



Tindak Lanjut  
Panitera Pengganti telah menindaklanjuti hasil temuan dengan memperbaiki 
BAS 

D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN 
1. Kondisi 

Adanya PNS yang mengambil cuti sakit tanpa melampirkan surat keterangan 
sakit dari dokter 

Kriteria 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil; 

3. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian 
Cuti Pegawai Negeri Sipil; 

4. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
13 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Cuti. 

Sebab 
PNS yang bersangkutan perlu istirahat total, dan tidak sempat mengantar surat 
keterangan sakit dari dokter secara fisik 

Akibat 
Kelengkapan administrasi kepegawaian perihal cuti sakit tidak lengkap 

Rekomendasi 
Segera lengkapi dokumen cuti sakit yang bersangkutan berupa surat 
keterangan sakit dari dokter 

Tindak Lanjut  
Melengkapi Surat Sakit dari dokter sebagai lampiran cuti sakit 

2. Kondisi 
Perpustakaan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, belum adanya 
meja dan kursi di ruang perpustakaan 

Kriteria 

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 
Perpustakaan;Lampiran I angka 4.2 huruf (a), Peraturan Perpustakaan 
Nasional RI Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Nasional Umum. 

Sebab 
Tidak disediakannya kursi, pengunjung hanya duduk lesehan 



Akibat 
Pengunjung perpustakaan tidak nyaman 

Rekomendasi 
Lengkapi dengan kursi dan meja di Perpustakaan 

Tindak Lanjut  
Telah dilengkapi dengan kursi dan meja di perpustakaan 

E. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK 

 
TANGGAPAN OBRIK 
Berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Pengawas Pengadilan Agama 
Bontang, maka kami sudah menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.  
 

 

Bontang, 25 Juli 2025 
 
 
 
Nor Hasanuddin, Lc., M.A. 
Nip. 19780405.200912.1.001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

L A M P I R A N 



Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bontang belum diperbarui meski ada 2 orang hakim dan satu 

orang panmud gugatan yang sudah mutasi ke satuan kerja lain 

 



 

TINDAK LANJUT 

- Adanya  Struktur Organisasi yang telah diperbarui/diupdate 

 

 

 

 

 

 















LAMPIRAN II: SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

NAMA GRACE RAMAYANI EFFENDI, A.Md. NIP 199801072022032010
JABATAN GOL.RUANG PENGATUR,  II/c
UNIT KERJA MASA KERJA 3 TAHUN 5 Bulan

1. CUTI TAHUNAN
3. CUTI SAKIT
5. CUTI KARENA ALASAN PENTING 6. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

selama 2(dua) hari Mulai Tanggal 16-07-2025

TAHUN SISA KETERANGAN
2018 -
2024 -

2025 5 hari

Bontang Telp

DISETUJUI PERUBAHAN
✓

DISETUJUI PERUBAHAN
✓

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

NOMOR 13 TAHUN 2019
Bontang, 16 Juli 2025
Panitera Pengadilan Agama Bontang
di
       Bontang,

IV. LAMANYA CUTI

Nomor: 221/PAN.W17-A6/KP5.3/VII/2025

I. DATA PEGAWAI

PENGELOLA PERKARA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

II. JENIS CUTI YANG DIAMBIL
2. CUTI BESAR

√ 4. CUTI MELAHIRKAN

III. ALASAN CUTI

Urusan Keluarga

s.d 17-07-2025

V. CATATAN CUTI
1. CUTI TAHUNAN PARAF PETUGAS CUTI 2. CUTI BESAR

3. CUTI SAKIT

VII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI

√
4. CUTI MELAHIRKAN
5. CUTI KARENA ALASAN PENTING

6. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

VI. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI

Hormat Saya,

(GRACE RAMAYANI EFFENDI, A.Md.)

NIP.199801072022032010

DITANGGUHKAN TIDAK DISETUJUI

DITANGGUHKAN TIDAK DISETUJUI

KARTIKA CAHYA ROBIYULINA ,S.H.
                                   NIP.197304092003122003            

VIII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI

NIP 19740507 199403 1 002   
(FAIDIL ANWAR, S.Ag., S.H.,M.H.)







 



 



TEMUAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN 

297.  Apakah ada ruang khusus perpustakaan? (periksa ruangannya, letak buku-bukunya dan 
meja kursi yang ada) 

  

- Tidak disediakannya kursi dan meja pengunjung perpustakaan  

SEBELUM 

 

 

 S 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

TINDAK LANJUT 

- Adanya  kursi dan meja pengunjung perpustakaan  

 

 

 

 

 

 

































ZONA

AREA PENATAAN  SISTEM MANAJEMEN SDM

INTEGRITAS

PENGADILAN AGAMA
BONTANG KELAS II

Kebutuhan Pegawai yang disusun oleh
unit kerja mengacu kepada peta jabatan

dan hasil analisis beben kerja untuk
masing-masing jabatan

3.C. Telah dilakukan monev dan 
evaluasi terhadap penempatan

pegawai rekrutmen untuk
memenuhi kebutuhan jabatan

dalam organisasi telah
memberikan perbaikan terhadap

kinerja unit kinerja



ZONA

DAFTAR ISI

INTEGRITAS

PENGADILAN AGAMA
BONTANG KELAS II

Monitoring danEvaluasi PPNPN







MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA 
PENGADILAN AGAMA BONTANG 

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang 
Telp. 0548-23001 – WhatsApp 0813-51256098 

http://www.pa-bontang.go.id/ Surel: kantor.pabontang@gmail.com 
 

 
 
 

NOTULA 
 
 

Dasar : Undangan Nomor 147/SEK.W17-A6/UND.KP4.3.3/III/2025 
Hari  : Rabu 
Tanggal : 26 Maret 2025 
Pukul : 10.00 s.d selesai 
Tempat : Ruang Kerja Sekretaris Pengadilan Agama Bontang Kelas II 
Acara  : Evaluasi Kinerja PPNPN Triwulan I Tahun 2025 

Peserta Rapat : 1. Tim Penilai PPNPN 
2. PPNPN Pengadilan Agama Bontang 

Jalannya rapat : 
Sebelum rapat dimulai, pimpinan rapat yang dipimpin oleh Sekretaris/Kuasa 

Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bontang Bpk. Yuri Adi Dharma, S.Kom. 
mengingatkan kepada seluruh PPNPN Pengadilan Agama Bontang agar selalu jujur dan 
amanah dalam bekerja dan menjaga integritasnya. 

 
1. PPNPN bagian Pengemudi 

a. Apabila telah menggunakan Mobil, mohon kunci diletakan di tempat yang telah 
disediakan; 

2. PPNPN bagian Pramubakti 
a. Ruang sidang satu, walaupun jarang digunakan, harus tetap diperhatikan 

kebersihannya dan ruang bermain anak agar selalu dinyalakan lampunya, 
b. Pastikan di setiap closet, tidak ada kotoran (BAB) yang tidak tenggelam, 

karena akan menimbulkan bau yang tidak sedap di keesokan harinya. 
3. PPNPN bagian Satpam 

a. Apabila ada orang yang ingin bertemu pimpinan, pastikan mereka tidak 
menawarkan produk dagangan. 

 
Demikian notula rapat ini dibuat oleh Notulis dan diketahui oleh Sekretaris 

Pengadilan Agama Bontang. 
 

 Mengetahui, 

Notulis Sekretaris Pengadilan Agama Bontang 

 
 

 
 

Fathul Majid, S.H.I.                      
NIP. 198108072012121002 

Yuri Adi Dharma, S.Kom. 
NIP. 198501172006041001 



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA 
PENGADILAN AGAMA BONTANG 

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang 
Telp. 0548-23001 – WhatsApp 0813-51256098 

http://www.pa-bontang.go.id/ Surel: kantor.pabontang@gmail.com 
 

 

FOTO KEGIATAN 
EVALUASI KINERJA PPNPN TRIWULAN I 

TAHUN 2025 
 
Hari : Rabu 
Tanggal : 26 Maret 2025 
Pukul : 10.00 s.d selesai 
Tempat : Ruang Kerja Sekretaris Pengadilan Agama Bontang Kelas II 

 
Peserta Rapat : 1. Tim Penilai PPNPN 

2. PPNPN Pengadilan Agama Bontang 
 
































